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Abstrak 

Implementasi kebijakan e-government merupakan salah satu strategi pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-government 

dalam pelayanan publik di tingkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government di tingkat daerah telah meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Namun demikian, masih terdapat kendala 

seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta 

rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, kurangnya integrasi sistem antarinstansi juga 

menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan berbasis elektronik. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa keberhasilan implementasi e-government memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten, 

peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat. 
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Abstract  

The implementation of e-government policies is a strategic effort by governments to 

improve public service quality through the utilization of information and communication 

technology. This study aims to analyze the implementation of e-government policies in public 

services at the regional level and identify the factors influencing its success. The research uses a 

qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and 

documentation. The findings reveal that e-government implementation has improved efficiency, 

transparency, and accessibility of public services. However, challenges remain, including limited 

human resources, uneven technological infrastructure, and low levels of digital literacy among 

citizens. Additionally, the lack of system integration among government agencies hinders service 

optimization. This study concludes that successful e-government implementation requires 

consistent policies, capacity building of public officials, and active public participation. 
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam 

berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan 

perubahan tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk transformasi 

tersebut adalah implementasi e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk 

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien (Indrajit, 2006). 

Konsep e-government tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga 

mencakup perubahan dalam proses bisnis, struktur organisasi, serta budaya kerja dalam birokrasi. 

Dengan e-government, pemerintah diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, 

transparan, dan akuntabel kepada masyarakat (Heeks, 2006). 

Di Indonesia, implementasi e-government telah menjadi agenda nasional sejak 

diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang 

menekankan pentingnya integrasi sistem pemerintahan berbasis teknologi. 

Pada tingkat daerah, implementasi e-government memiliki peran strategis karena 

pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam penyediaan pelayanan publik. Berbagai 

inovasi layanan berbasis elektronik telah dikembangkan, seperti sistem perizinan online, layanan 

administrasi kependudukan digital, serta aplikasi pengaduan masyarakat. 

Namun demikian, implementasi e-government di tingkat daerah masih menghadapi 

berbagai tantangan. Menurut Heeks (2006), kegagalan implementasi e-government seringkali 

disebabkan oleh kesenjangan antara desain sistem dan kondisi nyata di lapangan (design-reality 
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gap). Di Indonesia, tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya 

manusia yang kompeten, serta rendahnya literasi digital masyarakat. 

Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi juga menyebabkan sistem layanan menjadi 

tidak terintegrasi, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Dwiyanto (2011) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh tata 

kelola organisasi dan koordinasi antarunit kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis implementasi kebijakan e-government dalam pelayanan publik di tingkat 

daerah 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi 

3. Merumuskan strategi peningkatan implementasi e-government 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu 

administrasi publik serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan berbasis teknologi. 

Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan 

ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena implementasi 

e-government dalam konteks nyata (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu 

pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis elektronik. jenis dan sumber 

data, terdapat data primer yaitu wawancara dengan aparatur pemerintah dan masyarakat pengguna 

layanan dan data sekunder dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah Teknik 
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pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(Miles & Huberman, 2014). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode. 

Hasil dan Pembahasan 

Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik 

Implementasi e-government di tingkat daerah diwujudkan melalui berbagai inovasi 

layanan digital, seperti sistem perizinan online, layanan administrasi kependudukan elektronik, 

serta aplikasi pengaduan masyarakat. 

Pemanfaatan teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, karena proses yang 

sebelumnya manual dapat dilakukan secara otomatis. Menurut Indrajit (2006), e-government 

memungkinkan terjadinya transformasi pelayanan dari yang bersifat birokratis menjadi lebih 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dampak Implementasi E-Government 

Implementasi e-government memberikan berbagai dampak positif, antara lain: 

1. Efisiensi: proses pelayanan menjadi lebih cepat dan terstruktur 

2. Transparansi: informasi layanan dapat diakses secara terbuka (Dwiyanto, 2011) 

3. Aksesibilitas: layanan dapat diakses kapan saja dan di mana saja 

4. Akuntabilitas: proses pelayanan dapat dipantau secara sistematis 

Namun demikian, terdapat juga tantangan seperti ketergantungan pada sistem teknologi serta 

potensi gangguan teknis. 
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Menurut Heeks (2006), keberhasilan e-government dipengaruhi oleh beberapa faktor utama: 

a. Sumber Daya Manusia, Aparatur pemerintah harus memiliki kompetensi digital yang 

memadai. 

b. Infrastruktur Teknologi, Ketersediaan jaringan internet dan perangkat teknologi sangat 

menentukan keberhasilan implementasi. 

c. Kebijakan dan Regulasi, Kebijakan yang konsisten menjadi dasar dalam pelaksanaan e-

government (Nugroho, 2014). 

d. Literasi Digital Masyarakat, Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menggunakan 

layanan digital. 

e. Integrasi Sistem, Kurangnya integrasi antarinstansi menjadi hambatan utama dalam 

optimalisasi layanan. 

4. Kendala Implementasi E-Government 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi e-government antara lain: 

a. Keterbatasan anggaran 

b. Kurangnya pelatihan bagi aparatur 

c. Resistensi terhadap perubahan organisasi 

d. Kesenjangan digital (digital divide) 

e. Risiko keamanan data 

Kendala ini menunjukkan bahwa implementasi e-government tidak hanya bersifat teknis, 

tetapi juga menyangkut aspek sosial dan organisasi. 
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5. Strategi Peningkatan Implementasi 

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi e-government, diperlukan strategi sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan 

2. Penguatan infrastruktur teknologi 

3. Peningkatan literasi digital masyarakat 

4. Integrasi sistem antarinstansi 

5. Penguatan keamanan informasi 

Strategi ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pada efektivitas, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat. 

Penutup 

Implementasi kebijakan e-government di tingkat daerah telah memberikan dampak positif 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam aspek efisiensi, transparansi, dan 

aksesibilitas. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi 

implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta literasi digital 

masyarakat. 

1. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi 

2. Mengadakan pelatihan bagi aparatur secara berkelanjutan 

3. Meningkatkan literasi digital masyarakat 

4. Mendorong integrasi sistem antarinstansi 
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